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BUPATI TULANG BAWANG
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR: TAHUN 2013

TENTANG
IZIN LOKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TULANG BAWANG,

:a. bahwa tata cara pemberian izin lokasi yang telahdiatur dengan Keputusan Bupati Tulang
Bawang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi sudah tidak sesuai
lagi dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 2 Tahun 1999 dan sehubungan dengan pesatnya pertumbuhan kegiatan
pembangunan yang dapat mengubah fungsi ruang, maka untuk mengantisipasi dan
mengendalikan perubahan tersebut periu adanya ketentuan yang mengatur tentang
pemberian izin lokasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, periu
ditetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Lokasi.

:1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah
Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3667);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4724);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4725 );



7. Undang-llndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 1999 tentang Kawasan Siap Bangun dan dan
Lingkungan Siap Bangun Yang Berdiri Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3892);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan
Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4385 );

14.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4987);

16.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah
Teriantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5098);

17.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan
Negara Bukan Pajak Yang Beriaku Pada Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5100);

18.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5103);

19.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata
Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5160);

2O. Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal
sebagaimana telah diubah terakhirdengan Keputusan Presiden Nomor 117 Tahun 1999;



21.Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk
Produk Hukum Daerah;

22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur
Penyusunan Produk Hukum Daerah;

23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah
dan Berita Daerah;

24.Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 2 Tahun 1999
tentang Izin Lokasi;

25.Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011
tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan
Lokasi Dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah;

26.Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 14 Tahun 2006 tentang
Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah
Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2006 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tulang Bawang Nomor 14);

27.Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 07 Tahun 2011 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten
Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tulang Bawang Nomor 12).

Memperhatikan : Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 47 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas
Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten
Tulang Bawang (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 47,
Tambahan Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 47).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN LOKASI.

BABI

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah
sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan daerah.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

6. Unit Kerja Pemberi Izin adalah Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Tulang Bawang atau disingkat
BPMP.

7. Tim Teknis adalah unsur SKPD terkait yang melaksanakan proses penelitian, pengkajian dan pemeriksaan
persyaratan teknis di bidang perizinan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



8. Perusahaan adalah perseorangan atau badan hukum yang telah mempercleh izin untuk melakukan penanaman
modal di Indonesia sesuai ketentuan yang beriaku.

9. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk mempercleh tanah yang diperiukan dalam
rangka penanaman modal yang beriaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah
tersebutguna keperluan usaha penanaman modalnya.

10.Rencana Tata Ruang Wilayah adalah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana struktur tata ruang
wilayah yang mengatur struktur dan pola ruang wilayah Kabupaten Tulang Bawang.

11.Rencana Tata Ruang yang dijadikan pedoman adalah rencana tata ruang yang paling rinci dan atau berskala
paling besar yang berkekuatan hukum.

12.Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun pendesaan, yang
dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.

13.Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi atau barang
jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan
perekayasaan industri.

14.Fasilitas sosial adalah fasilitas yang digunakan untuk tempat melakukan kegiatan sosial budaya yang terdiri dari
gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, gedung pelayanan umum, dan tempat
pemakaman.

15.Fasilitas perdagangan dan jasa adalah fasilitas yang digunakan untuk kegiatan usaha yang terdiri dari gedung
perkantoran, perdagangan, perhotelan, wisata dan rekreasi, dan gedung tempat penyimpanan.

16.Fasilitas pengelolaan lingkungan adalah fasilitas yang digunakan untuk kegiatan pengelolaan lingkungan yang
terdiri dari Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL), persampahan, air bersih, dan sanitasi lingkungan.

17.Petemakan adalah kegiatan yang dijalankan secara teratur dan terus menerus pada suatu tempat dan dalam
jangka waktu tertentu untuk tujuan komersiil yang meliputi kegiatan menghasilkan temak serta usaha
menggemukkan suatu jenis temak, kecuali untuk kegiatan produksi dan pergudangan.

18. Pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa
penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agrcekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan
bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen, kecuali untuk kegiatan produksi dan pergudangan.

19.Kegiatan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang
disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

20.Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BABII

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK
Pasal 2

(1) Nama izin adalah Izin Lokasi.
(2) Subjek Izin adalah perusahaan yang mengajukan permohonan Izin Lokasi.
(3) Masa beriaku Izin Lokasi dibagi menjadi beberapa hal:

a. Untuk luas sampai dengan 25 Ha masa beriaku 1 (satu) tahun dengan perpanjangan maksimal selama 1 (satu)
tahun, apabila tanah yang sudah diperoleh mencapai lebih dari 50% dari luas tanah yang ditunjuk dalam Izin
Lokasi yang dibuktikan dengan adanya bukti peralihan hak;

b. Untuk luas lebih dari 25 Ha s.d 50 H masa beriaku 2 (dua) tahun dengan perpanjangan maksimal selama 1
(satu) tahun, apabila tanah yang sudah diperoleh mencapai lebih dari 50% dari luas tanah yang ditunjuk dalam
Izin Lokasi yang dibuktikan dengan adanya bukti peralihan hak;

c. Untuk luas lebih dari 50 Ha masa beriaku 3 (tiga) tahun dengan perpanjangan maksimal selama1(satu) tahun,
apabila tanah yang sudah diperoleh mencapai lebih dari 50% dari luas tanah yang ditunjuk dalam Izin Lokasi
yang dibuktikan dengan adanya bukti peralihan hak.



Pasal 3

(1) Objek Izin Lokasi adalah :
a. Perumahan dengan luas minimum 10.000 m2;
b. Industri dengan luas minimum 10.000 m2;
c. Fasilitas perdagangan dan jasa dengan luas minimum 5.000 m2;
d. Fasilitas sosial dengan luas minimum 10.000 m2;
e. Fasilitas pengelolaan lingkungan dengan luas minimum 10.000 m2;
f. Pertanian (tanaman pangan, perkebunan dan perikanan) dengan luas minimum 250.000 m2;
g. Petemakan dengan luas minimum 20.000 m2;
h. Kegiatan lain selain yang tercantum dalam butir a s.d g yang termasuk kegiatan yang diwajibkan AMDAL

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Untuk kegiatan perumahan dengan luas lebih dari 400.000 m2 atau dengan jumlah rumah lebih dari 2.000 unit,
Izin Lokasi hanya dapat diberikan kepada perusahaan pengelola Kawasan Siap Bangun.

(3) Untuk kegiatan Industri dengan luas lebih dari 500.000 m2, Izin Lokasi hanya dapat diberikan kepada Perusahaan
Kawasan Industri.

(4) Untuk kegiatan dengan luas di bawah luas minimum objek izin lokasi dan memerlukan dokumen lingkungan harus
mendapatkan surat keterangan kesesuian ruang.

Pasal 4

(1) Perluasan Izin Lokasi, baik oleh orang pribadi atau perusahaan yang sama maupun berlainan namun masih
dalam satu kelompok usaha atau sahamnya dimiliki oleh orang pribadi atau perusahaan yang sama dengan
kegiatan pemanfaatan sebelumnya, sehingga luasnya sama dengan atau melebihi batas minimum sebagaimana
dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) pada hamparan yang sama atau berdekatan, maka perluasan kegiatan tersebut
bersama kegiatan sebelumnya merupakan objek Izin Lokasi.

(2) Ketentuan bagi kegiatan perumahan/ permukiman dan industri sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) dan
(3) antara lain:
a. Bagi Kegiatan Perumahan mengikuti ketentuan mengenai Kawasan Siap Bangun (kasiba) dan Lingkungan

Siap Bangun (Lisiba);
b. Bagi kegiatan industri mengikuti ketentuan mengenai Kawasan Industri.

(3) Luas maksimum seluruh penguasaan tanah oleh satu perusahaan atau satu kelompok usaha di wilayah
Kabupaten Tulang Bawang adalah sebagai berikut:

a. Kegiatan Perumahan-Pemukiman 40 ha;
b. Kawasan Industri 40 ha;
c. Kegiatan Pariwisata/resort/pertiotelan 20 ha;
d. Pertanian/Perkebunan yang diusahakan dalam bentuk perkebunan besar dengan diberikan Hak Guna Usaha:

- KomoditasTebu 60.000 ha
- Komoditas Lainya 20.000 ha

e. Usaha Tambak 200 ha

(4) Untuk keperluan menentukan luas areal yang ditunjuk dalam izin lokasi perusahaan pemohon wajib
menyampaikan pemyataan tertulis mengenai luas tanah yang sudah dikuasai olehnya dan perusahaan-
perusahaan lain yang merupakan satu group dengannya.

(5) Penguasaan lahan lebih dari ketentuan maksimum sebagaimana ayat (3) dimungkinkan dalam rangka
pengembangan kawasan strategis.

(6) Ketentuan didalam pasal ini tidak berlaku untuk :

a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk Perusahaan Umum (PERUM) dan Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD);



b. Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Negara, baik Pemerintah Pusat
maupun Pemerintah Daerah;

c. Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh masyarakat dalam rangka “go public?

BAB III

PERSYARATAN PEMBERIAN IZIN LOKASI
Pasal 5

Setiap permohonan Izin Lokasi harus dilengkapi dengan :
a. Surat permohonan Izin Lokasi yang ditujukan kepada Bupati Tulang Bawang melalui Badan Penanaman Modal

dan Perizinan;

b. Surat permohonan disertai dengan proposal yang berisi persyaratan administrasi dan teknis, dengan format
sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini;

c. Persyaratan administrasi terdiri dari : identitas pemohon (seperti nama, alamat, kewarganegaraan dari orang
pribadi atau perusahaan); tanda daftar perusahaan/akta pendirian perusahaan; NPWP; izin prinsip dari BKPM(D)
bagi yang menggunakan fasilitas PMA atau PMDN; Surat pemyataan kesediaan pemilik tanah untuk melepaskan
hak atas tanahnya, Surat pemyataan kesanggupan menjaga dan melestarikan lingkungan hidup (Amdal,
UKL/UPL, SPPL);

d. Persyaratan teknis terdiri dari : jenis kegiatan/produk, besar investasi, kapasitas produksi/volume produk, jumlah
tenaga kerja, jenis dan volume limbah yang dihasilkan, disain teknis/engineering, kebutuhan ruang (lahan dan
bangunan/lantai), rencana tapak dan tahapan pelaksanaan; dilampiri dengan denah/sketsa dan peta lokasi tanah
yang dimohon (diplot di atas peta skala 1 : 25.000 atau lebih besar);

e. Pertimbangan teknis pertanahan yaitu pertimbangan dari aspek penguasaan tanah dan teknis tata guna tanah
yang meliputi keadaan hak serta penguasaan tanah yang bersangkutan, penilaian fisik wilayah, penggunaan
tanah dan kemampuan tanah dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tulang Bawang.

Pasal 6

(1) Unit Pemberi Izin dapat menambahkan persyaratan kelengkapan teknis lainnya yang diperiukan sebagai dasar
pertimbangan dalam proses pemberian izin.

(2) Tambahan persyaratan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberitahukan secara tertulis
kepada pemohon.

BABIV

TATA CARA PEMBERIAN IZIN LOKASI

Baglan Kesatu
Proses Seleksi

Pasal 7

(1) Setiap rencana kegiatan Izin Lokasi harus mendapat izin tertulis dari Bupati yang diselenggarakan melalui
Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Tulang Bawang.

(2) Permohonan Izin Lokasi hanya dapat diproses setelah pemohon melengkapi persyaratan sebagaimana diatur
pada Pasal 5 dan Pasal 6.

(3) Petugas memeriksa kelengkapan persyaratan dan Tim Teknis memeriksa kesesuaian antara usulan
kegiatan/lzin Lokasi yang dimohon tersebut dengan Rencana Tata Ruang.

(4) Apabila permohonan tersebut tidak sesuai dengan rencana Tata Ruang maka Unit Pemberi Izin membuat surat
penolakan atas nama Bupati Tulang Bawang dengan tembusan kepada dinas/instansi/SKPD terkait;



Bagian Kedua
Proses Pemberian Izin Lokasi

Pasal 8

(1) Apabila persyaratan telah dipenuhi, permohonan dibahas oleh Tim Teknis.

(2) Tim Teknis hams meninjau lapangan yang dituangkan dalam berita acara hasil peninjauan lapangan.

(3) Apabila diperiukan Tim Teknis dapat meminta tambahan informasi, atau persyaratan teknis dan administratif lain
dari pemohon, untuk kepentingan pengkajian melalui Tim Teknis.

(4) Keputusan Tim Teknis dapat berupa rekomendasi untuk diizinkan tanpa syarat, diizinkan dengan syarat, atau
ditolak. Baik rekomendasi diizinkan maupun ditolak hams dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani
oleh anggota Tim Teknis.

(5) Apabila berita acara Tim Teknis mengizinkan tanpa syarat, maka Unit Kerja Pemberi Izin segera memproses
Izin Lokasi yang ditandatangani Bupati.

(6) Apabila berita acara Tim Teknis mengizinkan dengan syarat, maka Unit Kerja Pemberi Izin harus segera
menyampaikan persyaratan tersebut kepada pemohon.

(7) Apabila pemohon sanggup memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang dibuktikan
dengan surat pemyataan di atas materai/kertas segel, Unit Kerja Pemberi Izin segera memproses Izin Lokasi
untuk ditandatangani Bupati.

(8) Apabila pemohon keberatan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka
permohonannya ditolak.

(9) Permohonan dapat langsung ditolak apabila setelah ditinjau ke lapangan atau setelah dikaji oleh Tim Teknis
temyata rencana Lokasi yang diajukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(10) Surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (8) cukup ditandatangani oleh Kepala Unit Pemberi
izin atas nama Bupati Tulang Bawang dengan tembusan kepada Bupati dan dinas / instansi / lembaga / wilayah
terkait.

(11) Proses pemberian/penolakan Izin Lokasi tersebut harus dapat diselesaikan dalam waktu paling lama 12 (dua
belas) hari kerja sejak kelengkapan dan persyaratan administrasi dan teknis dipenuhi oleh pemohon.

(12) Apabila dalam 12 (dua belas) hari kerja surat/penolakan belum selesai, Unit Kerja Pemberi Izin wajib
memberitahukannya kepada pemohon disertai alasan-alasan keterlambatannya.

(13) Perpanjangan waktu pemrosesan paling lama 12 (dua belas) hari kerja.

Pasal 9

Pemohon yang tidak puas atas penolakan oleh Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (4) dan
Pasal 8 ayat (8) Peraturan Bupati ini dapat mengajukan surat keberatan kepada Bupati melalui Unit Kerja Pemberi
Izin.

Bagian Ketiga
Perubahan Nama

Pasai 10

(1) Perusahaan yang telah mendapatkan Izin Lokasi yang melakukan perubahan nama, alamat dan atau
penanggung jawab perusahaan, wajib memberitahukan secara tertulis kepada Unit Kerja Pemberi Izin
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima penetapan perubahan.

(2) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak pemberitahuan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diterima, Unit Keija Pemberi Izin mengeluarkan Persetujuan Perubahan.



Bagian Keempat
Perpanjangan

Pasal 11

(1) Setiap permohonan Izin Lokasi dapat melakukan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3).

(2) Apabila perolehan tanah tidak dapat diselesaikan dalan jangka waktu Izin Lokasi, termasuk perpanjangannya
sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3), maka perolehan tanah tidak dapat lagi dilakukan oleh pemegang
Izin Lokasi dan terhadap bidang-bidang tanah yang sudah diperoleh dilakukan tindakan sebagai berikut :

a. dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal dengan penyesuaian mengenai luas
pembangunan, dengan ketentuan bahwa apabila diperiukan masih dapat dilaksanakan perolehan tanah
sehingga diperoleh bidang tanah yang merupakan satu kesatuan bidang;

b. dilepaskan kepada perusahaan atau pihak lain yang memenuhi syarat.

Bagian Kelima
Perluasan
Pasal 12

(1) Setiap permohononan perluasan izin lokasi wajib melampirkan dokumen rencana perluasan izin lokasi.

(2) Permohonan periuasan izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Unit Kerja Pemberi
Izin.

(3) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterima Permohonan perluasan izin lokasi secara lengkap dan
benar sesuai dengan yang dipersyaratkan, Tim Teknis harus meninjau ke lapangan.

(4) Basil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan
(BAP) yang ditandatangani oleh Tim Teknis dan disampaikan Ketua Tim Teknis.

(5) Unit Kerja Pemberi Izin selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterima BAP sebagaimana dimaksud ayat
(4), wajib :

a. menerbitkan periuasan izin lokasi dengan tembusan disampaikan kepada Bupati; atau

b. menerbitkan Surat Penundaan penerbitan periuasan izin lokasi dengan memberikan kesempatan kepada
perusahaan yang bersangkutan untuk melengkapi persyaratan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja,
apabila perusahaan belum memenuhi persyaratan.

BABV

PENGENDALIAN PENGUASAAN TANAH
Pasal 13

(1) Pemegang Izin Lokasi harus membebaskan tanah dalam areal Izin Lokasi dari hak dan kepentingan pihak lain
berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak atau pihak yang mempunyai kepentingan tersebut dengan
cara jual beli, pemberian ganti kerugian, konsolidasi tanah atau cara lain sesuai dengan ketentuan yang beriaku.

(2) Sebelum tanah yang bersangkutan dibebaskan oleh pemegang Izin Lokasi sesuai ketentuan pada ayat (1)
maka semua hak atau kepentingan pihak lain yang sudah ada atas tanah yang bersangkutan tidak berkurang
dan tetap diakui, termasuk kewenangan yang menurut hukum dipunyai oleh pemegang hak atas tanah.

(3) Pemegang Izin Lokasi wajib menghormati kepentingan pihak lain atas tanah yang belum dibebaskan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tidak menutup atau mengurangi aksesibilitas yang dimiliki
masyarakatdi sekitar lokasi, dan menjaga serta melindungi kepentingan umum.

(4) Apabila Tanah tersebut sudah dibebaskan penerima Izin Lokasi agar mengajukan hak atas tanahnya atas nama
Penerima Izin Lokasi.



(5) Apabila perolehan tanah tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu Izin Lokasi termasuk peipanjangannya,
maka Perolehan tanah tidak dapat lagi dilakukan oleh pemegang Izin Lokasi.

(6) Terhadap tanah-tanah yang sudah diperoleh, pemegang Izin Lokasi agar memanfaatkan tanahnya sesuai
dengan rencana peruntukannya dan dilarang untuk menelantarkan tanah.

(7) Pemegang Izin Lokasi berkewajiban untuk melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati atau
pejabat yang ditunjuk mengenai perolehan tanah yang sudah dilaksanakan berdasarkan Izin Lokasi dan
Pelaksanaan Penggunaan tanah tersebut.

(8) Kepada pemegang Izin Lokasi yang tidak memberikan laporan secara kontinyu, dikenakan sanksi berupa
pencabutan Izin.

(9) Apabila penerima tidak memanfaatkan tanah sesuai dengan Izin Lokasi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak
diperolehnya hak atas tanah atas nama penerima dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14

(1) Izin Lokasi yang telah dimiliki perusahaan sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku,
sepanjang Perusahaan yang bersangkutan beroperasi sesuai dengan izin yang diberikan.

(2) Permohonan Izin Lokasi yang sedang dalam proses penyelesaian, wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan
dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Tata
Cara Pemberian Izin Lokasi (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2004 Nomor 06 Seri C ), dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih
lanjut dengan Keputusan Bupati.



Pasal 17

BUPATI TULANG BAWANG

HANAN A. ROZAK

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan dengan penempatannya dalam Berita

Ditetapkandi : Menggala
Pada tanggal : IH 2013

Diundangkan di : Menggala
Pada tanggal : IS Tekruan 2013

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2013 NOMOR O Q



Lampiran : Peraturan Bupati Tulang Bawang
Nomor : 3 Tahun 2013
Tanggal : fQbtua/ 2013

FORMAT SURAT PERMOHONAN IZIN LOKASI

Nomor
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Izin Lokasi

Tulang Bawang 20...

Kepada
Yth. Bupati Tulang Bawang
Cq. Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan

Kabupaten Tulang Bawang
Di-

MENGGALA

Yang bertandatangan dibawah ini :

N a m a Pemohon
Jabatan
Kewarganegaraan
Nama Badan Usaha
Akta Pendirian
NPWP
Alamat

Dengan ini mengajukan permohonan izin lokasi untuk
dengan keterangan sebagai berikut :

1. Luas Lokasi yang dimohonkan :
2. Letak

a. Jalan/RT/RW/Lingkungan :
b. Kampung :
c. Kecamatan :
d. Kabupaten :
e. Provinsi :

3. Status Tanah :
4. Penggunaan Sekarang
5. Luas Tanah yg telah dikuasai

Untuk melengkapi permohonan, bersama ini saya lampirkan:

a. Persyaratan administrasi

- Foto copy identitas pemohon (KTP/SIM/Paspor);

- Foto copy Akta Pendirian Perusahaan;

- Foto copy Tanda Daftar Perusahaan;

- Foto copy NPWP;



- Foto copy izin prinsip (bagi yang menggunakan fasilitas PMA atau PMDN);
- Surat pemyataan kesediaan pemilik tanah untuk melepaskan hak atas tanahnya atau Foto

copy Sertifikat Tanah yang telah dikuasai;

- Suart pemyataan tidak keberatan masyarakat yang diketahui oleh Kepala Kampung/Lurah

setempat;

- Surat Pemyataan Kesanggupan menjaga dan melestarikan lingkungan hidup (Amdal,

UKL/UPL, SPPL).

b. Persyaratan teknis terdiri dari jenis kegiatan/produk, besar investasi, kapasitas
produksi/volume produk, jumlah tenaga kerja, jenis dan volume limbah yang dihasilkan, disain
teknis/engineering, kebutuhan ruang (lahan dan bangunan/lantai), rencana tapak dan tahapan
pelaksanaan; dilampiri dengan denah/sketsa dan peta lokasi tanah yang dimohon (diplot di
atas peta skala 1 : 25.000 atau lebih besar);

c. Pertimbangan teknis pertanahan dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tulang Bawang;

d. Persyaratan lainnya yang diperlukan.

Demikian permohonan ini diajukan, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Pemohon,

Materai
RP. 6.000

BUPATI TULANG BAWANG,

HANAN A. ROZAK


